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Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran P(l,ndapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan

untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan = pemberdayaan
masyarakat.
Kewenangan|Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat

|
Desa sesuai dengan perkembangan kehidupanmasyarakat.
Kewenangan |Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa,
mampu dan| efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena

perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
Musyawarah | Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya

disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan
permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati
hal yang bers:ifat strategis.

Pemerintah ]?esa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan | masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri. |

Badan Permlusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara Demokratis.

Rencana Perpbangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa,
waktu 6 (enar:n) tahun.

adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran d!ari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)tahun.

Anggaran Pendapeatan dan Bclanja Negara, yang sclanjutnya disingkat
APBN :—3.dalahI rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau
kegiatan yang didahulukan dan diutama7_n dari pada pilihan kegiatank

|
lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. ;
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Padat Karya |Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa,

khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan
mengutamaklan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi
lokal untul<‘: memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi
kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pandemi COVID-19 adalah bencana yang discbabkan oleh faktor nonalam
yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID19) yang mengancam dan
mengganggu| kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga
mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi,
kesehatan dan kejiwaan atau psikologismanusia.

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif
di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan
protokol kes?hatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan
cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.,

Bantuan Laqgsung Tunai Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada
keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana
Desa untuk mengurangli dampak ekonomi akibat pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19).

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desatanpa kemiskinan dan
kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa
peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa
berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian
Tujuan Pembiangunan Berkelanjutan.

Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Desa, pembe:mgunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas
pendampinga;n di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daera‘.h, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Keuangan Désa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang scrta scgala scsuatu berupa uang dan barang yang
berhubungani dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan pelakganaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban. [
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27. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan

oleh Kepala. Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur:

a.
b.
c.

Prioritas Penggunaan Dana Desa;

Rincian Danall Desa Setiap Desa; dan

pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Pasal 3

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan:

a.

Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemerintah Desa dalam
melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam
rangka |menghadapi ancaman ~yang membahayakan sistem
perekonoimian nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan;
Pemerinte}h Daerah kabupaten dalam pemantauan, evaluasi,
pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas
Penggunaan Dana Desa;

Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemerintah Desa dalam
memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan
evaluasi gtaf:uo perkembangan Desa;dan

Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa
dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Prioritas Pen'ggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan prinsip:

® po o p

kemanusiaan;
keadilan;
kebhinekaan,;

keseimbar|1gan alam; dan

kebijakan| strategis nasional berbasis kewenangan Desa.

Pengaturan I|>rioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana

dimaksud pade ayat (1) terdiri atas:

a.

o R o T

Pengaloka’sian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
Prioritas Fenggunaan Dana Desa;

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Penyaluran Dana Desa;

publikasi dan pelaporan; dan




(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

f. pembinaan.

Pasal 4
Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk

memberikarn| arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2022;

Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan l')agian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB Il

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 5

Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan

kewenangan|Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diarahkan ur:ltuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs
Desa melalui:

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

c. mitigasi | dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai

kewenangan Desa.

Pasal 6

Penggunaan| Dana Desa untuk pemulihan ekonomi Nasional sesuai

kewenangan| Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a

diprioritaska|n untuk pencapaian SDGs Desa:

a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa
kemiskinan;

b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk
pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan

C. Pembangl‘man dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang
diutamakan dikeclola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa
bersama |untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar
lingkungan.

Penggunaan| Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai

kewenangan|Desa sebagaimana dimaksud dal Pasal 5 ayat (2) huruf b

diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:




(3)

(1)

(3)

(4)
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pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan

teknologi | informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas

kemitraan untuk pembangunan Desa;
pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan

Desa tanpa kelapararn;

. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan

Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan Kketerlibatan

masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan

Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

a.
b.
C.

e o |
mitigasi dan penanganan bencanaalam:
mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan

mewujudljian Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai

|
Dana Desa.

Pasal 7

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf ¢ diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi
kriteria sebagai berikut:

a.

o o

f.

keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa
bersangllmtan dan diprioritaskan untuk  keluarga miskin yang
termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrems;

kehilangan mata pencaharian,;

mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti
baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;

keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Dalam hal keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian

pupuk.

Daftar keluTarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

Peraturan |kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:

a.

nama dan alamat keluarga penerima manfaat;




(S)

(6)

(7)

(8)

(9)
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b. rincian |keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok

pekerjaan; dan
c. jumlah keluarga penerima manfaat.
Besaran BaAtuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk
bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga pencrima
manfaat.
Pembayar Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada keluarga

penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat
dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Dalam hal piembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bulan kedua
sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan Bantuan
Langsung Tl.gmai Dana Desa, pembayaran atas selisih kekurangan Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas
menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk Bantuan Langsung
Tunai Dana Desa setiap bulan.

Jumlah kellilarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunal Dana Desa
bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari
jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
bulan kesatu.

Dalam hal t!erdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai
Dana Desa |sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau
tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib
mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

Dalam hal tlerdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut
ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

BAB III

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
Pasal 8

Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022 terdapat dalam

Lampiran III yang mecrupakan bagian tidak tecrpisahkan dari Peraturan Bupati

ini, l




(1)

(2)

(3)

4

(2)

(3)

(4)

(1)
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BAB IV

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa
penyusunan RKP Desa.

Musyawarah| Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan
kesepakatan| mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan

dalam berita|acara.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman

Pemerintah |Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur

mengenai RKP Desa.

Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1? dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Pasal 10
Pelaksanaan! program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan
sumber daya lokal Desa.
Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan
pola Padat Karya Tunai Desa.
Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen)
dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
Dana Desa [yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas
masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama
antar Desa.

Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 11

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama
antar desa cilan/ atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.




(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)
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Dalam hal d!ibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan

untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Masyarakat |Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan

Dana Desa.

Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

d

a.

d.

P
p

P

ilakukan delngan cara:
terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan
Dana Desa;

menyamx{:aikan usulan program dan/atau kegiatan;

memasﬁlfan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam
dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan

ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
emerintah |Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam

enetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 13
rioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.

Prioritas Perflggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

d
a

b

C.

isusun berdasarkan:

. hasil pen!dataan SDGs Desa oleh Desa;

. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
aspirasi x'nasyarakat Desa.

RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana

d

imakeud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APR Desa.

BABV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN
Bagian kesatu
Publikasi
Pasal 14

(1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan

Dana Desa.

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. hasil Musyawarah Desa; dan
b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM

Desa, doklumen RKP; Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa dan
Dokumen APB Desa. Z
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adalah|Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal tidak memiliki Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,

Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai

dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

. Swakelola
1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus

dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor| 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa
dan Pelrnberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Bupati ini.

2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat
melaklllkan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.

3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai
Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan
kerjasama antar-Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan
oleh pe|njredia barang/jasa.

III. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggl.}naan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola
Padat Karya Tunai Desa (PKTD);

2. pekerje‘x diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur,
Pereml?uan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta
anggota masyarakat marginal lainnya;

3. besara‘n anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen)
dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;

4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;

5. pelaksémaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan
menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari
COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman
antara| satu pckerja dengan pckerja lainnya minimum 2 (dua) mecter,
dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan

6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:

a. perltanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
1) |pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan

dan perkebunan,; /(
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2) |pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman
sayuran dan lain-lain; dan

3) |penanaman tumpeng sari tanaman pokok dilahan-lahan
perkebunan.

. Wisata Desa

1) |kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

2) |kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3) |membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi
wisata.

perdagangan logistik pangan

1) |pemeliharaan bangunan pasar;

2) |badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas
Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;

3) |badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha millk Desa
bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha
kecil untuk melakukan produksi; dan

4) |tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau
badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang
menguntungkan di Desa.

Perikanan

1) |pemasangan atau perawatan karamba bersama;

2) |bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3) |membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat
penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

Peternakan

1) |membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

2) |penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang
dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
Dcsa bersama; dan

3) |kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha
milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran
ternak untuk pupuk organik.

industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

1) perawatan Gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau
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badan usaha milik Desa bersama;
2} \perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3) |penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui
dana Desa.

IV. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui
penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk
difokuska1|1 pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas
nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang
mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan
Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada
di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat
Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa,
sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;

2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak
melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa
(PKTD);

3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan
secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;

4. program .dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan
adanya keberlanjutan manfaat bagi generasei mendatang; dan

5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara
partisipatif transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada
data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data
berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi
Desa (SID)] Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena
dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki
oleh Desa.

V. Pengembangan kegiatan diluar Prioritas Penggunaan Dana Desa
Penggunean Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan
ketentuan | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan |[Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau |dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
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. tambat apung (buoy);
. jalan pemukiman,;

jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;

. jalan poros Desa;
. jalan Delsa antara permukiman ke lokasi wisata;

jcmbatah Desa:

gorong-gorong;

terminai Desa; dan

sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

. Pengadaan,| pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan

prasarana energi, antara lain:

R

pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

pemban'gkit listrik tenaga diesel,;

pemban!gkit listrik tenaga matahari;

pemban'gkit listrik tenaga angin;

1nsta1as:1 biogas;

jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan

sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa

dan dipllltuskan dalam musyawarah Desa.

. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

a.

b.

@ o o

jaringaq internet untuk warga Desa;

pengad&an jaringan internet berbasie satelit bagi Desa yang tidak
tetjangklau jaringan internet;

pengelolaan Sistim Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) berbasis
Online dialokasikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

website Desa;

peralatan pengeras suara (loudspeaker);

radio Single Side Band (SSB); dan

sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, antara

lain:

a.

Pcngadaan, pcmbangunan, pcngembangan dan pemcliharaan sarana
prasarana kesehatan, antara lain:

1) air bersih berskala Desa,;

2) jambzl'a.nisasi;

3) mandi, cuci, kakus (MCK);

4) mobﬂl/ kapal motor untuk ambulance Desa; X{ Z
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5) balai pengobatan dan fasilitas pendukung;

6) posyalndu dan fasilitas pendukung;

7) poskesdes/polindes dan fasilitas pendukung;

8) posbindu dan fasilitas pendukung;

9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media
dctckéi dini stunting;

10) kamplanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan

11) sarana iorasarana Kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1) taman bacaan masyarakat;

2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;

3) pengelmbangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI
(Holistik Integratif);

4} buku|dan peralatan belajar PAUD lainnya;

S5) wahana permainan anak di PAUD;

6) taman belajar keagamaan;

7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;

8) Pemb'angunan atau renovasi sarana olahraga Desa;

9) bangunan perpustakaan Desa;

10) buku/bahan bacaan;

11) balai Ipelatihan /kegiatan belajar masyarakat;

12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;

13) film dokumenter;

14) peralatan kesenian dan kebudayaan;

15) pembuatan galeri atau museum Desa;

16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait
hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain,
keluarga berencana dan kesehatan reprodukéi di Desa;

17)sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang
aman| bagi anak; dan

18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemcliharaan sarana

prasarana usaha ekonomi Desa, antara lain:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertaniandan/atau
perikana1|'1 untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala
produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembanga?//l’
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produk ulnggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,

antara Ia}'n:
1) bendungan berskala kecil;
2) pembangunan atau perbaikan embung;

3) irigasi Desa;

4) pencctakan lahanpertanian;

5) kolam ikan;

6) kapal|penangkap ikan;

7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;

8) tambak garam:; '

9) kande'mg ternak;

10) mesin pakan ternak;

11) mesin penetas telur;

12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);

13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat,
dan kopraj;

14) embung Desa;

15) gudang pendingin (cold storage);

16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);

17)alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan
perangkap);

18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);

19) kerarrllba jaring apung;

20) keranjang ikan;

21) alat tilmbang dan ukur hasil tangkapan;

22) alat produksi es;

23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);

24) tempat penjemuran ikan; dan

25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasaran::a jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan

yang difokuskan kepada pembentukandan pengembangan produk

unggulan| Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara

lain:

1) mesin|jahit;

2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;

3) mesin|penepung ikan;

4) mesin penepung ketela pohon,; [
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5) mesin bubut untuk mebeler;

6} mesin packaging kemasan;

7) roaster kopi;

8) mesin percetakan,;

9) alat pengolahan hasil perikanan;

10) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan

11)sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau
industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukandan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan

kawasan |perdesaan, antara lain:
1) pasar Desa;

2) pasar |sayur;

3) pasar hewan;

4) tempat pelelangan ikan,;

5) tokoonline;

6) gudang barang;

7) tempat pemasaran ikan; dan

8) saranzli dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana Desa Wisata, antara lain:

1) ruang ganti dan/atau toilet;

2) pergol'a;

3) gazebo;

4) lampu taman;

5) pagar|pembatas;

6) pondok wisata (homestay);

7) panggung kesenian/pertunjukan;

8} kios cendera mata;

9) pusat|jajanan kuliner;

10) tempat ibadah;

11) menara pandang (viewing deck);

12) gapura identitas;

13) wahana permainan anak;

14) wahana permainan outbound;
15) taman rekreasi;

16) tempat penjualan tiket;f
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17) angkutan wisata;

18) tracking wisata mangrove;

19) peralatan wisata snorkeling dan diving;
20) paparyl interpretasi; |

21) sarana dan prasarana kebersihan;

22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);

23)internet corner; dan

24)sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan

Desa danl/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1) penggilingan padi;

2) perau’t kelapa;

3) penepung biji-bijian;

4) pencacah pakan ternak;

5) mesin séngrai kopi;

6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;

7) pompa air;

8) trakto'r mini;

9) desalinasi air laut;

10) pengolahan limbah sampah;

11) kolam budidaya;

12) mesin pembuat es dari air laut (slurry icej; dan

13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1) pembuatan terasering;

2) kolam untuk mata air;

3) plesengan sungai;

4) pencegahan kebakaran hutan;

5) pence}gahan abrasi pantai;

6) pcmbt’zngunan talud;

7) papan1 informasi lingkungan hidup;

8) pemulihan stock ikan (restocking) lekal;

9) rehabilitasi kawasan mangrove;

10)penanarhan bakau; dan
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11)sarania prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

II. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
1) pelatihan pengelolaan air minum;

2) pelayanan kesehatan lingkungan;

3) bantuan insentif untuk kader posyandu dialokasikan paling tinggi
per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4) bantuan insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM)
dialokasikan paling rendah per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000.-
(lima ratus ribu rupiah);

5) bantuan insentif untuk Kader Kesehatan (Perawat Desa) dialokasikan
paling rendah per-bulan per-orang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
ruplar!l) ;

6) bantulan insentif untuk Kader kesehatan lainnya dialokasikan paling
rendah per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah);

7) alat b::antu penyandang disabilitas;

8) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap
anak penyandang disabilitas;

Q) Sosialisasi/pelatihan penanganan dan pencegahan stunting;

10) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk
peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;

11) kampzlinye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak
dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;

12) kampzlinye dan promosi gerakan makan ikan;

13) sosialisasi gerakan aman pangan;

14) praktelk atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA),
stimulasi tumbuh kembang, PHBS dan lain-lain dilayanan kesehatan
dan sc|)sia1 dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);

15) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;

16) pclatihan pengembangan apotck hidup Desadan produk hotikultura;

17) perawgtan Kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas
dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;

18) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);

19) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas dan kunjungan

neonatal,
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20) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan
anak, jperan ayah dalam pengasuhan, dli;

21) sosialisasi dan kampanye imunisasi;

22) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi
seimb‘l'mg, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular,
penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus
dan gangguan jiwa;

23) sosiali|sasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan
reproduksi di tingkat Desa;

24)kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan
keluarga;

25) pelati1|1an pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

26) pening'katan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan
ketera:mpilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;

27) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;

28} pelatilllan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, Kesehatan, air
bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan
lainnya;

29) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI,
pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara
menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari
pertarrlla kehidupan,;

30) pelatihan kader Lkependudukan, keluarga  berencana dan
pembangunan keluarga;

31) pelatifllan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan
perlindungan Anak;

32) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;

33) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha
pangan;

34) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam
penangkapan ikan; dan

35) kegiatr:m' pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat
Desala:.innyayang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam | musyawearah Desa.

. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru
taman| belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat
kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dialokasikan paling tinggip per-
bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
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2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik
integr?tif (PAUD HIJ;

3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orang tua anak
usia 0-2 tahun;

4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan
stunting di Desa;

5) pelatihan untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) dialaokasikan
paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupialll);‘

6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan
Desa;

7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja
bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja:

8) pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya;

9) bantuLln pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan
pendidikan non formal lainnya;

10) pelatlrllan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan
pengg'unaan media, blog dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan
medial lainnya)

11) pelatlhan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;

12) pelatlhandan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan
pada perempuan dan anak, termasukt indak pidana perdagangan
orang

13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga
miskin;

14) pemberian bantuan peralatan Pendidikan sebelum anak diterima di
satuan pendidikan bagi warga miskin;

15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak
mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;

16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan
khusu!s;

17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi
orang|tua yang memiliki anak usia sekolah;

18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam,
motif—lrnotif yang sudah ada dan/atau diciptaken scndiri dan/atau
sesuai tren;

19) pelatﬂ:ian Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan

keunﬂl{an /kekhasan Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau moderen. Z
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21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti
mesin|jahit, alatukir, kamera,komputer, mesin percetakan;

22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di
media onlinea tau offline;

23) pelatitllan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
24) pclatill*lan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku
kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual,;
25) pelatihan  pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses
permo|dalan baik di bank dan non-bank;
26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
28) kegiatlan pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan lainnya yang
sesuaidengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa. _
2. Pengelolaan |sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan
sumber daya lokal yang tersedia.
a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
3) pengelolaan lingkungan pemukimanlainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
1) penge1<|)1aan terminal Desa;
2) pengelolaan tambatan perahu; dan
3) pengel(!)laantransportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
c. pengembaltngan energi terbarukan, antara lain:
1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
2) pembulatan bioethanol dari ubi kayu;
3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
5) pengelolaan energi tenaga matahari;
6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan
kcwcntltngan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
1) sistemiinformasi Desa;
2) website Deszg;
3) radio komunitas;
4) pengelolaan sistemi nformasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
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5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan | usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan

prasarana ekonomi

a. Pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk
ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1) perberilihan tanaman pangan,;

2) pembibitan tanaman keras;

3) penga!daan pupuk;

4) pembtianihan ikan air tawar;

5) penge}olgan usaha hutan Desa;

6) pengelolaan usaha hutan sosial;

7) pengaldaan bibit/induk ternak;

8) inseminasi buatan;

9} pengadaan pakan ternak;

10) tepung tapioka;

11) kerup:uk;

12) keripillc jamur;

13) keripik jagung;

14)ikan asin;

15) abon s‘api

16) susu sapi;

17) kopi;

18) coklat;

19) karet;

20)olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin,
ikan rebus dan ikan abon);

21) olahalil rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik,
karagenan dil);

22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);

23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;

24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;

25) pcngcllolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan ccmara laut);
dan |

26) pengoiahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang
sesuail dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.{
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b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1) meubelair kayu dan rotan;

2) alat-alat rumah tangga;

3) pakaian jadi/konveksi kergjinan tangan;
4) kain tenun;

5) kain 1|3atik;

6) bengkel kendaraan bermotor;

7) pedagaﬁg di pasar;

8) pedag!ang pengepul;

9) pelati.lha;n pengelolaan docking kapal;

10) pelati,'han pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap:

11) pelatihan pemasaran perikanan; dan

12) pengelolaan jasa dan industry kecil lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. pendiriaril dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama,
antara lain:

1) pendix“ian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

4) Pelatihan Pengurus BUMDesa paling tinggi sebesar Rp. 3.500.000,-
(tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan

5) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Rersama
Iainny|a yang sesuai dengan kewenanganDesa diputuskan dalam
musyawarah Desa.

d. Pengemb;angan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
Desa dani /atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1) penge{lolaan hutan Desa,;

2) pengellolaan hutan adat;

3) pengellolaan air minum,;

4) pengelolaan pariwisata Desa;

5) pengollahan ikan (pengasapan, penggaraman dan perebusan);

6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan
wisat§ edukasi);

7) pelatiPan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;

8) pelati?an pembenihan ikan;
9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan /
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10)produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa

diputuskan dalam musyawarah Desa.

. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan

Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1} hutan kemasyarakatan;

2) hutan tanaman rakyat;

3) kemitraan kehutanan;

4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;

S) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau
indusltri rumahan;

6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha

ekonomi masyarakat: dan
7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
Desa dan//atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) sosiali'sasi TTG;
2) pospellayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
3) percontohan TTG untuk:
a) produksi pertanian;
b) pengembangan sumber energi perdesaan;
c) pengembangan sarana transportasi;
d) pengembangan sarana komunikasi; dan
e) pengembangan jasa dan industri kecil;
4) sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
5) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha
ekonomi | lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain:

1) penyediaan informasi harga/pasar;

2) pamer?nj hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakét;
3) kerjasama perdagangan antar Desa;

4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

5) pengel?laan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
yang diputuskan dalam musyawarah Desa. [




-42-

4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi

tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

a.

® a0 o

penyediaan layanan informasi tentang bencana;

. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;

pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan

penguatan 3 kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan
kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pelestarian lmgkungan hidup antara lain:

[
.

a. pembibitan pohon langka;
b. reboisasi;

c. rehabilita:si lahan gambut;
d.
e
f
g
h

pembersihan daerah aliran sungai:

|
. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)

pemeliharaan hutan bakau;

. pelatihan|rehabilitasi mangrove;
. pelatihanrehabilitasi terumbu karang;

pelatihan |pengolahan limbah; dan
kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tatakelola Desa yang

demokratisdan berkeadilan sosial

a.

mendorong  partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pembangtlxnan Desa yang dilakeanakan secara swalkelola oleh Desa,

antara lain:

1) pengerr|1bangan sistem informasi Desa (SID);

2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat
dan/atau balai rakyat;

3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;
dan {

4) kegiataén lainnya yang sesuaidengan kewenangan Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

Mengembelmgkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara

berkelanju;tan dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan

sumber deiya alam yang ada di Desa, antara lain:

1) penyusunan arah pengembangan Desa;

2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang
berkelanjutan;

3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa

4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan; &
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S) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan
perikalnan; dan

6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas,

potensi daﬁ nilai kearifan lokal, antara lain: |

1) pendataan potensi dan aset Desa;

2) penyu‘sunan profil Desa/data Desa;

3) penyusunan peta aset Desa;

4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan,
penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;

5) dukungan penetapan IDM;

6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan

7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan
dalam| musyawarah Desa.

. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada

kepentingan warga miskin, warga disablilitas, perempuan, anak, dan

kelompok: marginal, antara lain:

1) sosial!isasi penggunaan dana Desa;

2) penyellenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat
kemaéyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;

4) rembug stunting Desa;

S5) remblllg anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbang desa;

6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari
musrenbangdes;

7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas,
perem'puan, anak, dan kelompok marginal; dan

8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan
keluax"ga;

9) pelatihanbagi kader Desa tentang gender;

10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan
khusus,kepala rumah tangga perempuan dan sebagainya) sebagai
dasar pclaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;

11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi
fasilitator Desa;

12) kegiatan lainnya yang sesuai dengam kewenangan Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa
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e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara
lain:
1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis
data digital;

2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk
publik;

3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan

4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakanDesa
yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:

1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal
strateflgis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;

2) penyellenggaraan musyawarah Desa; dan

3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan
pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di
Desa, antara lain:

1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak
lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan
pengox‘”ganisasian;

2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset
Desa, pengorganisasian, jurnalis warga dan isu anak lainnya;

3) advokrltsi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan
masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan
catatan sipil;

4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan,
petamlbak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan

S5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya
manusia jmasyarakatDesauntuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi
Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk

unggulan| Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara

lain:
1) pelatikilan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan
perdagangan;

|
2) pelatihan industri rumahan;













